BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 180 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 219
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 79 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07 /Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif
dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang
Menangani COVID-19, dipandang perlu mengubah
Peraturan Bupati Nomor 219 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang

1

hetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang iLembaran Newara Republik Indonesia
Tahum 2009 Nupnor 920 Tambehan tembaran Neeorn
Repubbk Indonesia Nomoer 19965,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4280);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara {Lembaran Ncecgara Republik
mdonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambeahan Loauvbaran  Negara  Republik
indonesia Nomor 44005

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}

Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
/. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
24951

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeralh  {Lembaran Negara  Repubik
fndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republbk indonesia Nomor 5387), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Aras Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran  Negara Republik
ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3679):

Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik
Indonesia  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Discase 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman vang
Membahavakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem
heuangan .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

indoneain Nomoer /2 1851
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Peraturan Pemerintah Nomeor 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
[Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45753);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentan
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738}:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Polirik {Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali ferakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 lentang Bantuan Keuangan kepada
Partar Pohitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nemor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Paialt Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5161},

Peraturan Pemerintahh Nomor 71 Tahun 2010 rentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 521¢

Peraturan Pemeriniah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 52727,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubiik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Nomor 5533):
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 353391 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor €6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor
157. Tambahan Lembaran Negarva Republik Indonesia
Nomor 5717}

Peraturan Pemerintah Nomor o0 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yanrng BDersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35558). sebagaimana telah
diubah beberapa kal, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa vang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belania Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5864,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan  Daeral {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpiman dan Anggota Dewan
Perwalkilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
.

indonesia Nomor 6206},

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai
Walkil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negernn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 3190);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembernan Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investast Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
rentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyvaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan hkeuangan Partai Politk {Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 1744)
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Menteri
Balam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 77 Tahun
2014  tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan.
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran., dan Laporan Pertanggungjawaban
Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik {Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Angzaran Pendapatan dan
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Menetapkan -

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun  Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-10) dan atau
Menghadapi Ancaman vang membahavakan Perekonomian
Nasional:

H0. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020
tenitang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 79 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:

+1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah { Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7 )

+2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah habupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 1)

43, Peraturan Daerah Nabupaten Purwakarta Nomor 1 Tabun
2019 tentang Rencana Pembangiinan Jangka Menengah
Daerah (RPJMDY Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2024
{Lembaran Daerah Kahupaten Purwakarta Tahun 2019
Nomor 1j:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 {Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15):

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 219 TAHUN 2019
TENTANG  PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal |

Ketentuan Lampiran | dan Lampiran I dalam Peraturan
Bupati Nomor 219 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan  Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020
{Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor
219}, diubah sehingpa berbunvi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran Il dan merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI PU RWf”&K)”xR’I‘z"&,/ga

NI RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal € 2uli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
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IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 93



